
PRE SI DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK I NDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN 

THE 6f1l TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mempromosikan olahraga dan 

permainan tradisional yang menjacli jati diri dan warisan 

budaya bangsa, perlu menyelenggarakan kegiatan festival 

oiahraga rekreasi tingkat intemasional; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan General Assembly The Association For 

International Sport For All (TAFISA), di Antalya, Turki, tanggal 

11 November 2011, Indonesia telah clitetapkan scbagai tuan 

rumah penyelenggara The 61h TAFISA World Sport For All Games 

2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan The fJh 

TAFISA World Sport For All Games 2016; 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tcntang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4535); 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Lcntang Kepariwisat.aan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l J , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. PcraLuran Prcsiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penat.aan 

Organisasi Kcmcnterian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

MeneLapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITlA NASIONAL 

PENYELENGGARAAN THE 61'H TAFISA WORLD SPORT FOR ALL 

GAMES2016. 

Pasal 1 

( l) Mcmbentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan The (Joh 

TAFTSA World Sport For All Games 2016, yang sclanjutnya 

dalarn Kepulusan Presidcn ini disebul Panitia Nasional. 

(2) Panitia Nasional berkedudukan di lbukota Negara Rcpublik 

Indonesia. 

Pasal2 

(I) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 

mcmpunyru tugas: 

a. menyusun dan mcnetapkan Rencana lnduk 

Penyelenggaraan The 6''' TAFJSA World Sport For All Games 

2016; 

b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran 
penyelenggaraan The 6th TAFISA World Sport For All Games 

2016;dan 

c. menyiapkan dan menyclcnggarakan The 6'11 TAFISA World 

Sport For All Games 2016 di Provinsi Dacrah Khusus 

lbukota Jakarta. 

(2) Penyclenggaraan ... 
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(2) Penyelenggaraan kcgiatan The 61h TAFISA World Sport For All 

Games 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. upacara pembukaan dan penutupan; 

b. kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan 

permainan lradisional; 

c. olahraga penyandang cacac; 

d. olahraga massal; 

e . olahraga khusus; 

f. festival kebugaran jasmani intemasional; 

g. kongres dan forum intemasional; 

h. festival dan pertunjukkan budaya internasional; 

i. promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan 

J· parneran sarana dan prasarana olahraga rekreasi. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat ( 1), Panitia Nasional dapat mengikuLsertakan, 

bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan 

kementerian/ lembaga/daerah dan/atau pihak lain yang 

dianggap perlu. 

Pasal4 

(1) Panitia Nasional terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia 

Penyelenggara. 

(2) Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, scka ligus 

merangkap sebagai Kctua Panitia Pengarah. 

Pasal 5 ... 
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Pasal5 

(1) Susunan Panitia Nasional scbagai bcrikuL: 

A. Panitia Pengarah 

a. Ketua 

b. Anggota 

Mentcri 

Pembangunan 

Kcbudayaan. 

Koordinator 

Manusia 

1) Mentcri Sekretaris Negara; 

2) Menteri Dalam Negeri; 

3) Menteri Luar Negeri; 

Bidang 

clan 

4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

5) Mentcri Perhubungan; 

6) Menteri Sos1al; 

7) Menleri Kesehatan; 

8) Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Percncanaan 

Pembangunan Nasional; dan 

9) Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

B. Panitia Pcnyelenggara lerdiri dari: 

a. Ketua : Mentcri Pemuda dan Olahraga. 

b. Wakil Ketua I : Menlcri Pariwisata; 

Wakil Kctua II : Ketua Umum Federas1 Olahraga 

Rekrcasi Masyarakal Indonesia; 

Wakil. .. 
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\Vakil Ketua Ill : Gubcrnur Provinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta; dan 

Wakil Ketua IV : Wakil Ketua Bidang Pembcrdayaan 

c. Sekretaris I 

Sckretaris II 

dan Program, F'cderasi Olahraga 

Rekreasi Indonesia. 

: Sekrctaris Kcmenterian Pemuda dan 

Olah raga; 

: Sekrctaris Jenderal Kementerian 

Pariwisata; dan 

Sekrctaris Ill : Sekrctaris Jenderal Fcderasi Olah raga 

Rekreasi Masyarakat Indonesia. 

d. Anggola : 1) Dcputi Bidang Koordinasi 

Kcbudayaan, Kcmenterian 

Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan; 

2) Sekretans Jenderal Kementcrian 

Dalam Ncgcri; 

3) Sckretans Jendcral Kcmentcrian 

Pendidikan dan Kcbudayaan; 

4) Dircktur Jcnderal Protokol dan 

Konsuler, Kementerian Luar Negcri; 

5) Direktur .. . 
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5) Dircktur Jenderal Imigrasi, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

6) Direktur Jenderal Anggaran, 

Kcmenterian Keuangan; 

7) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 

Kementcr ian Keuangan; 

8) Direktur Jcnderal Perhubungan 

Udara, Kementerian Perhubungan; 

9) Dire ktur Jcnderal Pcrhubungan 

Darat, Kemcnterian Hubungan; 

10) Direktur Jenderal Layanan Khusus, 

Kcmenterian Sosial; 

11) Dircktur Jenderal Jnformasi dan 

Komunikasi Publik, Kementerian 

Komunikasi dan Informalika; 

12) Dcputi Bidang Pembudayaan 

Olahraga, Kernenterian Pemuda 

dan Olahraga; 

13) Deputi Bidang Sumbcr Daya 

Manusia dan 

Kcmenterian 

Pcmbangunan 

Perencanaan 

Nasiona l; 

Kcbudayaan, 

Pcrcncanaan 

Nasional/ Sadan 

Pcmbangunan 

14) Sckretaris ... 
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14) Sekretaris KemenLcrian Bad an 

Usaha Milik Negara; 

15) Asisten Operasi Kcpala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; dan 

16) Sekretaris Provinsi Daerah Khusus 

Jbukota Jakarta. 

(2) Kementerian/ lembaga/ daerah yang masuk dalam 

keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) membcrikan dukungan teknis dan administrasi 

sesuai dengan Lugas dan fungsinya masing-masing melalui 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan 

Rencana lnduk Pcnyelenggaraan The 6'0 TllFISA World Sport 

For All Games 2016. 

Pasal 6 

(I) Untuk mcmbanLu cugas Panitia Nasional, Ketua Panitia 

Penyelenggara mcmbentuk Panitia Pelaksana. 

(2) Ketentuan lcbih lanjut mcngenai tugas, susunan organisasi, 

keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Kctua Panitia 

Penyelenggara. 

Pasal 7 ... 
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Pasal7 

Segala pembiayaan yang diperlukan unLuk persiapan dan 

penyelenggaraan The 611• TAFJSA World Sport For All Games 2016 

dibebankan pada Anggaran Pcndapalan dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi OKI Jakarta, 

serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 8 

Ketua PaniLia Penyclcnggara melaporkan persiapan dan 

pcnyelenggaraan The 6'" TAFISA World Sport For All Games 2016 

sccara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kcpada 

Kcrua Panitia Nasional. 

PasaJ 9 

(1) Kctua Panitia Nasional menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presidcn. 

(2) Laporan Penanggungjawaban pelaksanaan tugas 

sebagaimana d1maksud pada ayat (1) d1sampaikan paling 

lambal tanggal 31 Dcscmber 2016. 

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 

Kepulusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia 

Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia 

Nasional. 

Pasal 11. .. 
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Pasal 11 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan scsuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT I '\RINET RI 

Deputi Bidang KesejahLeraan Rakyat, 

~-· 
Surat IndnJarso 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 F'ebruari 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ltd. 

JOKO WIDODO 


